BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, aplikasi Sambara masih
butuh pembaharuan yang sesuai dengan pelayanan publik digital dengan berbasis
model Citizen-Centered Governance, dengan memusatkan masyarakat dalam
pelayanan publik tersebut. Dengan adanya aplikasi Sambara, masyarakat masih
belum menikmati kemudahan yang diberikan pemerintah dalam aplikasi tersebut.
Aplikasi Sambara dinilai masih kurang melibatkan masyarakat dapat
dibuktikan melalui hasil analisis dengan variabel berikut:
1. Citizens’ Empowerment through a Rights-Based (Citizen Charter)
Approach,
Dalam hal memberdayakan masyarakat, aplikasi Sambara masih kurang optimal

dalam segi pengadaan aplikasi.

a. Indikator Standar Pelayanan (Persyaratan): Aplikasi hanya dapat
diunduh di smartphone Android, aplikasi tidak tersedia di platform
lain,

b. Indikator Standar Pelayanan (Jangka Waktu Penyelesaian): Aplikasi
Sambara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembayaran apabila
nomor NIK yang pengguna miliki berbeda dengan nomor NIK yang
berada di database Bapenda. Hal tersebut sangat banyak diajukan
sebagai pengaduan oleh masyarakat menurut sumber dari PLOPD

Bapenda,
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c. Indikator Standar Pelayanan (Jangka Waktu Penyelesaian):
Masyarakat masih harus mengunjungi Kantor Samsat terdekat untuk
meminta pengesahan pembayaran,

d. Indikator Standar Pelayanan (Penanganan Pengaduan, Saran, dan
Masukan): Setelah diteliti, pengaduan hanya dapat dilakukan
melalui e-mail, walaupun Bapenda menyediakan media sosial
sebagai alternatif untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses
aplikasi,

e. Indikator Survey Pengguna Layanan: Tidak disediakan survey
pengguna layanan, sebagai acuan pembaharuan dari aplikasi
Sambara agar lebih baik dalam melakukan pelayanan publik di masa
tanggap darurat.

f. Indikator Standar Pelayanan (Evaluasi Kinerja Pelayanan): Dalam
hal menilai kinerja pemerintah, masyarakat belum berperan lebih
untuk menilai hal tersebut. Jadi, pemerintah belum bisa mengukur
pelayanan sudah baik, jika masyarakat sebagai pengguna tidak dapat
menilai kinerja pemerintah dalam aplikasi tersebut,

2. Bottom-up Accountability for Results,
Berdasarkan dinamika sosial saat ini, aplikasi Sambara masih kurang optimal dalam
menjalankan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan

dinamika sosial saat ini.

a. Indikator Partisipatif: Pemerintan melibatkan masyarakat hanya

dalam pembayaran saja,
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b.

Indikator Aksesibel: Aplikasi Sambara tidak mempunyai fitur
khusus untuk pengguna layanan difabel, jadi titik aplikasi tersebut
kurang berkeadilan, diskriminasi, dan kurang aksesibel,

Indikator Efektif dan Efisien: Aplikasi Sambara masih kurang efektif
dan efisien, karena setelah pembayaran, masyarakat sebagai
pengguna layanan, tetap harus mengunjungi Kantor Samsat untuk

meminta pengesahan,

3. Evaluation of Government Performance by Citizens as Direct-Users of

Public Services.

Untuk variabel ketiga, aplikasi Sambara sudah menerima dan menindaklanjuti

pengaduan yang diterima lewat e-mail. Untuk pelaporan lewat media sosial,

pengaduan hanya menyediakan salurannya saja namun tidak ada respon dari

pihak Bapenda sebagai pemegang aplikasi Sambara (ada saluran hanya

diterima).

Berbeda dengan melaporan pengaduan melalui e-mail, pihak

penyelenggara menerima dan menindaklanjuti kendala yang dilaporkan

masyarakat mengenai Aplikasi Sambara tersebut.

Kesimpulannya, beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1.

Secara teknis, aplikasi masih belum cukup memberdayakan
masyarakat,

Aplikasi Sambara belum cukup mampu merespon dan
mengakomodasi kebutuhan masyarakat,

Aplikasi Sambara belum memiliki fitur pengaduan yang responsif.
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6.2 Saran

1. Perbaikan kemudahan akses untuk pengguna layanan yang lebih luas

Perlunya perubahan terhadap mekanisme Aplikasi Sambara agar
masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.
Seringkali masyarakat sebagai pengguna Aplikasi Sambara mengusulkan
perbaikan dalam mekanisme pembayaran melalui Aplikasi Sambara seperti
penginputan data yang belum terbaharui, meminta pengesahan pembayaran
yang harus datang ke kantor Samsat terdekat setelah melakukan
pembayaran, mekanisme pengaduan yang terkadang error jika diakses
langsung dari aplikasi tersebut, dan juga aplikasi tersebut belum
memudahkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.
2. Meningkatkan perubahan prosedur manual menjadi digital

Dengan berganti sistem yang semula manual menjadi digital membuat
pelayanan pembayaran pajak seharusnya jauh lebih mudah diakses
dibandingkan proses manual. Namun, proses digital juga masih perlu
pembaharuan pelayanan, karena jika pelayanan tersebut sudah berbasis
digital, sebaiknya pelayanan tersebut semuanya diakses dengan digital,
seperti meminta pengesahan pembayaran. Masyarakat sebagai pengguna
harus meminta pengesahan ke kantor Samsat terdekat, sedangkan pelayanan
sudah berbasis elektronik. Maka dari itu, Tim Pembina Samsat seharusnya
memberlakukan pelayanan digital dengan sistem elektronik, jadi tidak ada
satu atau dua proses yang masih manual, karena akan memperburuk kualitas

pelayanan digital tersebut, dibandingan dengan kuantitas.
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3. Meningkatkan responsivitas pelayanan yang mengakomodasi dalam
fitur pengaduan pada aplikasi Sambara

Sistem pengaduan dalam sebuah pelayanan publik digital sangat
dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna jika mengalami kendala.
Seharusnya, pelayanan pengaduan dalam suatu aplikasi harus dicek secara
berkala, apakah fitur tersebut dapat digunakan atau harus adanya
pembaharauan berkala. Dengan begitu, masyarakat juga tidak bingung
untuk melaporkan kendala yang dihadapi saat mengakses pembayaran pajak
kendaraan bermotor. Dengan media sosial yang dimiliki Bapenda,
seharusnya lebih bisa menjawab kendala masyarakat dengan cepat, tanpa

membeda-bedakan akun yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pengguna.
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